
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.308, 2010 KOMISI PEMILIHAN UMUM. Pelaporan. Dana 
Kampanye. Pilkada.  

 
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 18 TAHUN 2010 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA 

KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM 
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  

DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tersebut, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan dana 
kampanye kepada kantor akuntan publik paling lambat 
2 (dua) hari sejak menerima laporan dana kampanye 
dari pasangan calon; 

b. bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tersebut, menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik 
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wajib menyelesaikan audit paling lama 15 (lima belas) 
hari setelah menerima laporan dana kampanye dari 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf 
b telah diterbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan 
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah; 

d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf a, huruf b, 
dan huruf c serta memperhatikan perkembangan 
keadaan berkenaan dengan hal-hal teknis tentang 
pedoman pelaporan dana kampanye, perlu mengadakan 
perubahan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 
Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana 
Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah; 

e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf a, huruf b, 
huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye 
Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4801); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4836); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4865); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 
tentang Jasa Akuntan Publik; 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

